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ABSTRAK

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 168/PUU-XX1/2023 merupakan putusan pengujian undang-undang yang membawaj
perubahan mendasar terhadap pengaturan ketenagakerjaan di Indonesia. Melalui putusan tersebut, Mahkamah Konstitusi
idak hanya mengubah dan memberikan penafs@n konstitusional _\umlah norma dalam Undang-Undang Nomor|
EnTahun 2023 tentang Cipta Kerja, tetapi juga memerintahkan pembc tuk indang-undang untuk membentuk undang-
dang ketenagakerjaan yang baru dan terpisah dari Undang-Undang Cipta Kerja. Kondisi tersebut menimbulkan|
limplikasi terhadap sistem pengaturan kemnngakeljaan snya berkaitan dengan perlindungan hak-hak pekerja serta)
pembentukan peraturan perundang-undangan. Pers s dalam penelitian ini yaitu: perfama, bagaimanal
tindak lanjut pembentuk undang-undang teh onstitusi Nomor 168/PUU-XX1/2023.; kedua,
bagaimana implikasj Putusan Mahkamah 023 terhadap pengaturan ketenagakerjaan di|
Indonesia dari perspektif HAM. Penelitian | yuridis normatif dengan sifat penelitian|
deskriptif analitis. Pendekatan yang digunak: ératuran perundang-undangan, pendekatan)
konseptual, dan pendekatan kasus. Data dipeére g didukung dengan wawancara terhadap)
pihak terkait, kemudian dianalisis seca an dapat disimpulkan bahwa: pertama,
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor I68/PUU perlindungan hak-hak pekerja melalui perubahan
norma mengenai tenaga kerja asing, perjanjian Ker daya, pengupahan, pemutusan hubungan kerja,
dan pesangon, sekahgus menegaskan pentmgny lam pembentukan peraturan perundang-undangan
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ABSTRACT

me Constitutional Court Decision Number lgimup-xw/zom is alay fest declswn that brings fundamental changes to
{the labor regulation in Indonesia. Through this ruling, the Consmuno al' Court not only amended and provided a
constitutional interpretation of a number of norms in Law Number 6 of 2023 concerning Job Creation, but also ordered
llawmakers to form a new labor law that is separate from ob, Creation Law. This condiuon has implications for the|
abor regulatory system, cspemallyrelatedto otection of workers' rig
(The problems discussed in this study are: firse, | GllowWhan with Tawakers on the Constitutional Court Decision
Number 168/PUU-XX1/2023.; second, whilt are t lications of the Con tional Court Decision Number 168/PUU-
IXX1/2023 on the regulation of emplo ! uman rig! i i
jjuridical research method with the natur¢ ¢ & approaches used include a regulatory|
approach, a conceptual approach, and rough a literature study supported by
interviews with related parties, then analy i

Vfirsz, the Constitutional Court Decision Number 168 J-XX1/20 gthens the protection of workers' rights through
changes in norms regarding foreign work: ced-time work ‘agreements, outsourcing. wages, termination o
employment, and severance pay, whil g impertance of legal certainty in the formatlon of laws and|
regulations. Second, the follow- e lav h | 1

t political and legal commitmy
new labor law in accordance
ystem, provide legal certainty,

_wsentallves to immediately form|
ate a more harmonious labor law|
ent climate who are just.
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ABSTRAK

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 168/PUU-XX1/2023 merupakan putusan
pengujian undang-undang yang membawa perubahan mendasar terhadap
pengaturan ketenagakerjaan di Indonesia. Melalui putusan tersebut, Mahkamah
Konstitusi tidak hanya mengubah dan memberikan penafsiran konstitusional
terhadap sejumlah norma dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Cipta Kerja, tetapi juga memerintahkan pembentuk undang-undang untuk
membentuk undang-undang ketenagakerjaan yang baru dan terpisah dari Undang-
Undang Cipta Kerja. Kondisi tersebut menimbulkan implikasi terhadap sistem
pengaturan ketenagakerjaan, khususnya berkaitan dengan perlindungan hak-hak
pekerja serta pembentukan peraturan perundang-undangan. Permasalahan yang
dibahas dalam penelitian ini yaitu: pertama, bagaimana tindak lanjut pembentuk
undang-undang terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 168/PUU-
XX1/2023.; kedua, bagaimana implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor
168/PUU-XXI1/2023 terhadap pengaturan ketenagakerjaan di Indonesia dari
perspektif HAM. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif
dengan sifat penelitian deskriptif analitis. Pendekatan yang digunakan meliputi
pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan
pendekatan kasus. Data diperoleh melalui studi kepustakaan yang didukung dengan
wawancara terhadap pihak terkait, kemudian dianalisis secara kualitatif.
Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa: pertama, Putusan
Mahkamah Konstitusi Nomor 168/PUU-XX1/2023 memperkuat perlindungan hak-
hak pekerja melalui perubahan norma mengenai tenaga kerja asing, perjanjian kerja
waktu tertentu, alih daya, pengupahan, pemutusan hubungan kerja, dan pesangon,
sekaligus menegaskan pentingnya kepastian hukum dalam pembentukan peraturan
perundang-undangan. Kedua, tindak lanjut pembentuk undang-undang terhadap
putusan tersebut masih berada pada tahap penyusunan kebijakan legislasi sehingga
diperlukan komitmen politik hukum dari pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat
untuk segera membentuk undang-undang ketenagakerjaan yang baru sesuai dengan
amanat Mahkamah Konstitusi, sehingga tercipta sistem hukum ketenagakerjaan
yang lebih harmonis, memberikan kepastian hukum, serta menjamin perlindungan
hak-hak pekerja dan iklim investasi yang berkeadilan.
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